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Budgetary participation, budget objective clarity, budget feedback, budget 
evaluation, and budget objective difficulty are budget goal characteristics that expected 
will influence performance in government officials in Aceh Besar district. Budgets are 
necessary in the management of resources to accomplish the expected performance. As for 
the purpose of this study was to determine the effect of budgetary participation, budget 
objective clarity, budget feedback, budget evaluation, and budget objective difficulty either 
simultaneously or partially on the performance of local government officials in Aceh Besar 
district. The population in this study is the local government officials in Aceh Besar 
district , amounting to 30 agencies namely 1 Regional Secretariat, 1 Inspectorate, Office 
15, 8 Agency, and Office 5. While the sample in this study is the head / leader on education 
in each institution. The collection of data and information needed by research field (field 
research). Primary data were obtained directly from the subject of research in the form of 
respondent's perception by means of circulating a questionnaire in the form of 
questionnaires to 30 respondents.The results obtained in this study indicate that the value 
of βi ≠ 0 , thus the results of this calculation can be taken a decision that accept the 
alternative hypothesis and reject the null hypothesis, meaning that simultaneous variable 
budget goal characteristics budgetary participation (X1), budget goal clarity (X2), budget 
feedback (X3), budget evaluation (X4), and budget goal difficulty (X5) effect on the 
performance of local government officials in Aceh Besar district .  
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Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melayani kebutuhan 
masyarakat. Peran penting ini membuat para pemerintah khususnya pemerintah daerah, 
harus mampu meningkatkan kinerjanya.Salah satu indikator yang mengukur kemajuan 
pemerintah daerah yaitu manajemen keuangan publik.Manajemen keuangan publik 
memiliki beberapa elemen yang salah satunya adalah anggaran. Anggaran merupakan alat 
bantu manajemen dalam mengalokasikan sumberdaya alam dan sumberdaya dana yang 
dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan (Jalaluddin & Ibad, 2010). 




Jalaluddin & Ibad, (2010) menjelaskan bahwa penganggaran disuatu daerah 
sebelumnya dilakukan dengan sistem top-down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah 
ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan/pelaksana hanya 
melakukan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja 
bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif  karena target yang sangat menuntut 
namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi. Dalam proyeksi atasan/pemegang 
kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki bawahan sehingga 
memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan kemampuan bawahan/pelaksana 
anggaran. 
 Pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 
telah memudahkan pemerintah dalam mengatur keuangan daerah, seperti yang tercantum 
pada pasal 178 yang berbunyi “penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan Aceh dan Kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai 
dari dan atas beban APBA dan APBK, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang dilimpahkan kepada gubernur Aceh selaku wakil pemerintah disertai dengan 
pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi”. Dengan demikian 
terjadinya perubahan dalam menentukan besarnya anggaran yang akan digunakan oleh 
daerah Aceh. 
Mokoginta (2002) menyatakan dalam menentukan besar kecilnya anggaran yang 
akan digunakan oleh suatu daerah, perlunya dilakukan suatu penyusunan anggaran, dimana 
dalam kegiatan penyusunan anggaran harus dipahami bahwa anggaran merupakan suatu 
instrument kebijakan ekonomi yang dapat diinteprestasikan sebagai arah program ekonomi 
dalam eksplorasi sumber daya secara merata dan anggaran harus diorganisir, sehingga 
dapat terukur dampaknya terhadap ekonomi secara menyeluruh. 
Anggaran sangat diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya dengan baik untuk 
mencapai kinerja yang diharapkan.Anggaran menjadi sangat penting dan relevan 
dipemerintah daerah, karena berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan 
dengan fungsi pemerintah dalam memberi layanan kepada masyarakat (Bangun, 2009:29). 
Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk 
tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik 
rakyat. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian aktifitas  yang 
ditetapkan sebelumnya dalam bentuk anggaran (Sabrina, 2009). 
Anggaran merupakan suatu alat penilaian kinerja, yang merupakan wujud 
komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja 
eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan 
anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja 
(Mardiasmo, 2002). Dengan melakukan penilaian kinerja terhadap individu aparat, maka 
akan dapat diketahui tingkat kontribusi seorang pegawai terhadap unit kerja. 
Peraturan yang mengatur tentang kinerja aparatur pemerintah diatur dalam PP 
Nomor 8 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa saat ini pemerintah daerah diwajibkan 
untuk melaporkan kinerja aparatur negara didaerahnya masing-smasing. Disebutkan dalam 
PP Nomor 8 Tahun 2006 laporan kinerja aparatur pemerintah merupakan salah satu poin 
penting yang harus ditaati masing-masing daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja 
instansi pemerintah yang ada didaerah juga dapat dievaluasi oleh pemerintah pusat. Tujuan 
mendasar dikeluarkan PP ini semata-mata untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja 
instansi pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian diharapkan kinerja 
instansi pemerintah di daerah dapat ditingkatkan, serta terdapatnya sinkronisasi antara 
pengelolaan keuangan dengan kinerja aparatur pemerintah. 




 Widodo (2007) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja suatu 
lembaga (organisasi) atau sekelompok manusia dalam menjalankan tugas, wewenang dan 
tanggung jawabnya.Faktor tersebut meliputi individu (pelaku) dan organisasi. Jika 
dikaitkan dengan kinerja aparat pemerintah daerah, maka faktor yang mempengaruhi 
kinerja tersebut yakni faktor aparatur pemerintah daerah (birokrat) dan organisasi 
(pemerintah daerah). Oleh sebab itu, jika ingin meningkatkan kinerja aparatur pemerintah 
daerah maka kedua faktor tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius dari pimpinan 
birokrasi. 
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan 
Keuangan daerah, untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan 
penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Selanjutnya 
dalam PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan RPJMD 
untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala 
daerah yang program penyusunannya berpedoman kepada rencana pembangunan jangka 
panjang (RPJP) daerah dengan memperhatikan RPJM nasional dan standar pelayanan 
minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. RPJMD ditetapkan paling lambat tiga bulan 
setelah kepala daerah dilantik. RPJMD akan menjadi pedoman bagi satuan kerja 
pemerintah daerah (SKPD) dalam menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang 
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang 
bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.  
Setiap kabupaten/kota diseluruh Indonesia setiap tahun menyusun anggaran dimana 
untuk mencapai anggaran yang baik maka perlu diperhatikan beberapa karakteristik tujuan 
anggaran agar kinerja yang ditargetkan bisa tercapai.Seperti wilayah kabupaten Aceh 
Besar merupakan salah satu kabupaten yang terdapat diprovinsi Aceh. Seperti kabupaten 
lain, dalam proses penyusunan anggaran kabupaten Aceh Besar setiap tahun menyusun 
anggaran sebagai pedoman dalam berbagai kegiatan. Proses penyusunan anggaran pada 
kabupaten Aceh Besar juga sama seperti kabupaten lain yaitu dengan menerapkan 
Permendagri No.13 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 Penerapan sistem anggaran yang baik dalam suatu organisasi pemerintah belum 
menjamin akan memberikan hasil yang diharapkan. Ada faktor yang perlu 
dipertimbangkan yaitu karakteristik tujuan anggaran sebagai unsur penunjang keberhasilan 
pelaksanaan anggaran. Menurut Kenis (1979) ada 5 dimensi yang termasuk dalam 
karakteristik tujuan anggaran yaitu (1) partisipasi anggaran, (2) kejelasan tujuan anggaran, 
(3) umpan balik anggaran, (4) evaluasi anggaran, dan (5) kesulitan tujuan anggaran. 
 Partisipasi dalam penyusunan anggaran dinilai dapat meningkatkan kinerja 
pimpinan satuan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintah secara 
keseluruhan.Para bawahan yang merasa aspirasinya dihargai dan mempunyai tanggung 
jawab dan konsekuensi moral untuk meningkatkan sesuai yang ditargetkan dalam anggaran 
(Sinambela, 2003).Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang 
dinyatakan secara spesifik dan jelas, serta dimengerti oleh siapa saja yang 
bertanggungjawab (Munawar, 2006). Untuk tingkat daerah, kejelasan tujuan anggaran akan 
mempermudah aparat pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja karena apa yang 
ingin dicapai sudah direncanakan terlebih dahulu.Umpan balik pada umumnya 
memberikan informasi kepada para pelaksana anggaran tentang kekurangan yang terjadi. 
Umpan balik harus dimaksudkan untuk menginformasikan kepada aparat pemerintah 
daerah mengenai keberhasilan atau kegagalan yang sekaligus berfungsi sebagai variabel 
motivasional dalam peningkatan kinerja (Ramandei, 2010). 




Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yamg digunakan 
kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja 
mereka.Evaluasi anggaran merupakan alat pengendali terhadap kinerja, evaluasi anggaran 
pada dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga ditentukan 
penyimpangan yang terjadi (Munawar, 2006). 
 Kesulitan tujuan anggaran adalah tingkat kesulitan dalam pencapaian target 
anggaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan tingkat kesulitan target yang ingin 
dicapai perlu diperhatikan kesanggupan para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan 
anggaran (Saleh, 2004). Tujuan anggaran yang mudah dicapai gagal untuk memberikan 
suatu tantangan untuk partisipandan memiliki sedikit motivasi. 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap 
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Besar”. 
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, 
evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran secara simultan berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
2. Apakah partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
3. Apakah kejelasan tujuan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja 
aparat pemerintah di Kabupaten Aceh Besar. 
4. Apakah umpan balik anggaran secara parsial berpengaruh  terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah di Kabubupaten Aceh Besar. 
5. Apakah evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh terhadap  kinerja aparat 
pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
6. Apakah kesulitan tujuan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja 
aparat pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
 
2.Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis 
Partisipasi Anggaran 
 Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan keikutsertaan individual panitia 
anggaran dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian 
kegiatan dimasa yang akan datang (Mulyadi, 2001) Dengan adanya partisipasi dalam 
penyusunan anggaran maka akan terjadi pertukaran informasi yang tentunya dapat 
meningkatkan kinerja. Anthony dan Govindarajan (2004) memberikan definisi partisipasi 
sebagai “suatu proses dimana bawahan terlibat dan memiliki pengaruh terhadap 
penyusunan anggaran. Keterlibatan bawahan dianggap penting karena memiliki informasi 
yang lebih baik tentang keadaan area kerja mereka sehingga keterlibatan mereka 
diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dalam penyusunan anggaran serta 
komitmen untuk menjalankan anggaran yang telah ditetapkan”. 
Menurut Bangun (2009) partisipasi adalah “suatu proses pengambilan keputusan 
bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan 
penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat 
pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk 
mencapai target anggaran tersebut”. 
 
Kejelasan Tujuan Anggaran 
 Menurut Munawar (2006) kejelasan tujuan anggaran yaitu menggambarkan tujuan 
anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang 




bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai rencana kerja pemerintah daerah merupakan desain teknis pelaksana stategis untuk 
mencapai tujuan daerah  (Bangun, 2009).  
Dengan adanya desain teknis pelaksana strategi tersebut maka manajerial SKPD 
akan lebih baik dalam mengambil kebijakan karena target kinerja yang hendak dicapai 
sudah direncanakan sejak awal. Noerdiawan (2006) mendefinisikan tujuan anggaran yaitu 
sebagai alat perencanaan, dengan adanya anggaran organisasi tahu apa yang harus 
dilakukan dan kearah mana kebijakan yang dibuat. 
Abdullah (2006) menyatakan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya 
memuat informasi mengenai tujuan yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan 
dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria 
sebagai berikut: 
1. Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, 
tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus 
memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya. 
2. Terukur. Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga 
memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya. 
3. Menantang tapi realistis. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap 
realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. 
4. Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh 
akhir yang dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya. 
5. Memiliki batas waktu. Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil hasil 
atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai. 
 
Umpan Balik Anggaran 
 Pada umumnya umpan balik memberikan informasi dari bawahan kepada 
atasan.Menurut Ramandei (2010) untuk tujuan peningkatan prestasi, umpan balik tentang 
keberhasilan aparat adalah sangat penting meskipun dalam beberapa hal rasa 
tanggungjawab yang tinggi dapat berdampak negative apabila kegagalan 
diungkapkan.Umpan balik harus dimaksudkan untuk menginformasikan kepada aparat 
pemerintah daerah mengenai keberhasilan atau kegagalan yang sekaligus berfungsi sebagai 
variabel motivasional dalam peningkatan kinerja. 
 
Evaluasi Anggaran 
 Salah satu alat pengendalian terhadap kinerja anggaran adalah dengan 
mengevaluasi anggaran.Evaluasi anggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran 
dengan pelaksanaan sehingga ditentukan penyimpangan yang terjadi. Evaluasi kinerja yang 
terjadi diprioritaskan pada evaluasi anggaran cenderung mempengaruhi perilaku, sikap dan 
kinerja (Ramandei, 2010) 
 Kegunaan evaluasi perkiraan pendapatan dan pengeluaran anggaran tahun berjalan 
adalah sebagai titik awal untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang. Munawar 
(2006) menyatakan evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah 
disusun untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri 
sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab. Evaluasi anggaran dapat 









Kesulitan Tujuan Anggaran 
 Saleh (2004) menyatakan “apabila tujuan sudah dicapai, maka tujuan yang 
demikian bukanlah hasil prestasi yang dapat dibanggakan dan anggaran bukan merupakan 
motivator. Apabila anggaran tidak mudah dicapai, maka pencapaian tujuan anggaran akan 
menjadi kebanggaan dan merasa puas, sehingga anggaran dapat dijadikan motivasi bagi 
aparat pemerintah daerah yang bersangkutan”. Sebaliknya anggaran dengan tingkat 
kesulitan yang tinggi akan menghambat pencapaian tujuan dan akan sulit pula pencapaian 
prestasinya, maka anggaran akan menimbulkan tekanan bagi aparat pemerintah daerah. 
 Munawar (2006) menyatakan kesulitan tujuan anggaran adalah range dari “sangat 
longgar dan mudah dicapai” sampai “sangat ketat dan tidak dapat dicapai”. Tujuan yang 
mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan dan memiliki 
sedikit pengaruh motivasi.Tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, mengarahkan 
pada perasaan gagal, frustasi, tingkat aspirasi yang rendah dan tujuan partisipan. 
 
Kinerja 
 Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program atau 
kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi. Daftar apa yang ingin 
dicapai tertuang dalam pengurusan pengskemaan strategis (strategic planning) suatu 
organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam 
periode tertentu (Bastian 2006).Simanjuntak (2005) menyebutkan kinerja adalah 
pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. 
 Prawirosentono (2002) menyebutkan kinerja atau performance adalah hasil kerja 
yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 
dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing dalam upaya mencapai tujuan 
organisasi.Terdapat hubungan erat antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi, 
dengan kata lain, bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan kinerja organisasi juga 
baik. 
 
Hubungan Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, 
evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
 Ramandei (2010) menjelaskan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran 
membuat para pelaksana anggaran lebih memahami berbagai masalah yang mungkin 
timbul pada saat pelaksanaan anggaran sehingga partisipasi dalam menyusun anggaran 
dapat meningkatkan kinerja. Jadi, dengan adanya partisipasi maka para pelaksana anggaran 
akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya.  
 Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan tujuan anggaran berimplikasi pada 
aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai instansi 
pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan 
secara tepat (Suhartono dan Solichin, 2006). Oleh sebab itu, kejelasan tujuan anggaran 
juga akan berdampak pada kinerja aparat pemerintah daerah karena tujuan anggaran yang 
telah dicapai dikatakan sebagai kinerja aparat pemerintah daerah. 
 Menurut Ramandei (2010), pada umumnya umpan balik memberikan informasi 
dari bawahan kepada atasan atau dalam hal ini kepada para pelaksana anggaran tentang 
kekurangan yang dapat mendatangkan perasaan tidak senang karena bisa saja umpan balik 
yang diberikan dalam bentuk kritikan. Untuk tujuan peningkatan prestasi, umpan balik 
tentang keberhasilan aparat adalah sangat penting meskipun dalam beberapa hal rasa 
tanggungjawab yang tinggi dapat berdampak negatif apabila kegagalan diungkapkan. 




 Menurut Munawar (2006) bahwa evaluasi anggaran menunjukkan pada luasnya 
perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan 
digunakan dalam evaluasi kinerja mereka ,dalam menyiapkan anggaran pemerintah selalu 
melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun pada saat 
pelaksanaan pemerintah tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan 
sehingga membuat kinerja mereka menjadi rendah. 
 
Hipotesis 
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1   : Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi 
 anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap 
 kinerja aparat  pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
H2    : Partisipasi Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat pemerintah 
 daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
H3   : Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat 
 pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar. 
H4   : Umpan balik anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat 
pemerintah  daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
H5   : Evaluasi anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat pemerintah 
 daerah  di Kabupaten Aceh Besar. 
H6   : Kesulitan tujuan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat 
 pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
 
3.  Metode Penelitian 
Populasi Dan Sampel Penelitian 
 Unit analisis dalam penelitian ini yaitu kepala SKPD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Aceh Besar, yang terdiri dari kepala Dinas, Kantor, dan Badan. Penelitian ini 
menggunakan metode sensus, dimana semua populasi di jadikan sampel karena 
populasinya kurang dari 100 orang.Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 
sebanyak 30 responden. 
 
Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel 
 Variabel penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat (dependent variabel) yaitu 
kinerja aparat pemerintah daerah dan lima variabel bebas ( independent variabel ) yaitu 
partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, 









Kinerja atau performance adalah hasil 
kerja yang dapat dicapai oleh seorang 
atau sekelompok orang dalam suatu 
organisasi, sesuai dengan tanggung 
jawab dan wewenang masing-masing 
dalam upaya mencapai tujuan organisasi 
(Prawirosentono, 2002) 
 Visi, tujuan 
  Profesional  
 Tepat waktu 
 Memimpin 
  Efektif dan 
efisien 
  Keberhasilan 
Interval 







Partisipasi anggaran merupakan suatu 
proses pengambilan keputusan bersama 
oleh dua pihak atau lebih yang 
mempunyai dampak masa depan bagi 
pembuat dan penerima keputusan dan 
mengarah pada seberapa besar tingkat 
keterlibatan aparat pemerintah daerah 
serta pelaksanaannya untuk mencapai 
target anggaran tersebut (Bangun, 
2009). 
 Bawahan 











Tujuan anggaran didefinisikan sebagai 
alat perencana, dengan adanya 
anggaran, organisasi tahu apa yang 
harus dilakukan dan kearah mana 











Umpan balik anggaran yaitu mengenai 
tingkat dimana tujuan anggaran telah 
dicapai yang merupakan variabel 
motivasional yang penting (Ramandei, 
2010). 
 Pencapaian 
 Penyimpangan  






Penilaian yang dilakukan terhadap 
anggaran yang telah disusun untuk 
mengetahui seberapa besar 
penyimpangan yang telah terjadi dapat 
ditelusuri sampai kepada para pelaksana 













Tujuan yang sangat ketat dan tidak 
dapat dicapai, mengarahkan pada 
perasaan gagal, frustasi, tingkat aspirasi 






 Sulit dicapai 
Interval 
 
3.3 Metode Analisis Data 
 Metode analisis data untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan alat analisis 
regresi linier berganda. Adapun bentuk persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai 
berikut : 
Y=α+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+e 
 
Dimana : 
Y   = Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 
α   = konstanta 
β1, β2, β3, β4, β5   = koefisien regresi 
X1   = Partisipasi anggaran 
X2   = Kejelasan Tujuan Anggaran 




X3   = Umpan Balik Anggaran 
X4   = Evaluasi Anggaran 
X5   = Kesulitan Tujuan Anggaran 
e   = Error term 
 
Setelah pengujian validitas dan reliabilitas selanjutnya dilakukan pengujian 
hipotesis untuk menguji hipotesis pertama (H1) apakah secara bersama-sama variabel 
independen (X1, X2, X3, X4, X5) berpengaruh terhadap variabel dependen  (Y), digunakan 
uji simultan dengan langkah sebagai berikut: 
1. Menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha). 
H01 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 
Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi 
anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran secara simultan tidak berpengaruh terhadap 
kinerja aparat pemerintan daerah. 
Ha1 : Paling sedikit ada satu β ≠ 0,i = 1,2,3,4,5 
Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi 
anggaran dan kesulitan tujuan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 
aparat pemerintan daerah. 
2.  Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis. 
Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
Jika βi(i = 1, 2, 3, 4, 5) ≠ 0 : H0 ditolak. 
H0 diterima artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 
variabel dependen, sedangkan H0 ditolak berarti variabel independen secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 Selanjutnya untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2, X3, X4, X5) 
secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) digunakan uji parsial dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
H02 : β1 = 0 Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah. 
Ha2 : β1 ≠ 0 Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
H03 : β2 = 0 Kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah. 
Ha3 : β2 ≠ 0 Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah. 
H04 : β3 = 0 Umpan balik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah. 
H04 : β3 ≠ 0 Umpan balik anggaran  berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah. 
H05 : β4 = 0 Evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah. 
H05 : β4 ≠ 0 Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
H06 : β5 = 0 Kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah. 
H06 : β5 ≠ 0 Kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah. 
Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : 
Jika βi (i = 1,2,3,4,5) = 0 : H0 diterima 
Jika βi (i = 1,2,3,4,5) ≠ 0 : H0 ditolak 
 






4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
 Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu 
dengan menggunakan uji Pearson product-moment coefficient of correlation dengan 
bantuan software computer melalui Program Statistic Package for Social Science (SPSS) 
15.0.Berdasarkan hasil pengolahan data (terlampir) seluruh pernyataan dinyatakan valid 
karena memiliki nilai signifikansi diatas 5%. 
 Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi hasil perhitungan yang 
diperoleh harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi product moment, dimana hasilnya 
menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi hitung > nilai kritis 
korelasi product moment (lihat tabel nilai kritis korelasi r product-moment untuk n = 30 
pada lampiran), sehingga semua pernyataan tersebut signifikan dan memiliki validitas 
konstruk.  
 Bahwa nilai kritis untuk n = 30 sebesar 0,349, sedangkan untuk item pernyataan 
yang berhubungan dengan partisipasi anggaran diperoleh nilai korelasi hitung yang 
berkisar antara 0,778-0,734. Untuk pernyataan yang berhubungan dengan kejelasan tujuan 
anggaran diperoleh nilai korelasi hitung yang berkisar antara 0,717-0,687.Begitu juga 
untuk pernyatan yang berhubungan dengan umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, 
kesulitan tujuan anggaran dan kinerja, rata-rata diperoleh nilai korelasi hitung diatas nilai 
kritis (0,349).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang 
terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. 
 Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 
tetap konsisten, jika pengukuran dilakukan dua kali atau lebih. Pengukuran reliabilitas 
terhadap instrument penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha dengan bantuan program 
SPSS 15.0.pengukuran reliabilitas dianggap reliabel berdasarkan koefisien alpha diatas 
0,60 (Maholtra, 2005).  
 Dari hasil pengolahan data memperlihatkan nilai cronbach alpha untuk masing-
masing variabel yaitu sebesar 0,743 untuk variabel partisipasi anggaran (X1), 0,738 untuk 
variabel kejelasan tujuan anggaran (X2), 0,728 untuk umpan balik anggaran (X3), 0,712 
untuk evaluasi anggaran (X4), 0,893 untuk kesulitan tujuan anggaran (X5), dan 0,781 untuk 
variabel kinerja (Y). Hasil uji reliabilitas untuk variabel independen dan variabel dependen 
menunjukkan hasil yang reliabel karena nilai cronbach alpha yang dihasilkan lebih besar 
dari 0.60. 
 
Pengujian Hipotesis dan analisis 
 Untuk menguji pengaruh karakteristik tujuan anggaran (partisipasi anggaran, 
kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan 
anggaran) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar baik secara 
simultan maupun parsial digunakan metode analisis regresi linear berganda.Berdasarkan 
uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 15.0 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat hasilnya seperti yang terlihat pada Tabel 
4.2. 
Tabel 2 
Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 




Konstanta 12,721 5,431 0,028 
Partisipasi Anggaran 0,098 0,139 0,487 
Kejelasan Tujuan Anggaran 0,195 0,221 0,385 
Umpan Balik Anggaran -0,407 0,175 0,029 
Evaluasi Anggaran 0,555 0,268 0,049 
Kesulitan Tujuan Anggaran 0,070 0,107 0,520 







Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berdasarkan rancangan 
pengujian hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya, Ha1 diterima jika paling sedikit ada 
satu βi ≠ 0 (1, 2, 3, 4, 5) yang berarti bahwa terdapat salah satu nilai β dari kelima variabel 
independen (partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, 
evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran) yang nilainya tidak sama dengan nol. 
Sebaliknya H01 diterima jika semua  βi = 0 (1, 2, 3, 4, 5), maksudnya yaitu H01 diterima 
jika semua β dari kelima variabel (partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan 
balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran) adalah sama dengan nol. 
 Nilai β dari kelima variabel independen (partisipasi anggaran, kejelasan tujuan 
anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran) seperti 
yang terlihat pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa kelima variabel independen tidak sama 
dengan nol (βi ≠ 0), dimana β1 = 0,098,  β2 = 0,195,  β3 = -0,407,  β4 = 0,555,  β5 = 0,070 
berarti Ha1 diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi 
anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan 
kesulitan tujuan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
 Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, 
maka pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah 
sebagai berikut : 
1. Dari hasil pengolahan data (lihat tabel 4) menunjukkan  bahwa partisipasi anggaran 
mempunyai nilai β1 = 0,098, berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa Ha2 
diterima, dimana β1 ≠ 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
2. Dari hasil pengolahan data (lihat tabel 4) menunjukkan  bahwa kejelasan tujuan 
anggaran mempunyai nilai β2 = 0,195, berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa 
Ha3 diterima, dimana β2 ≠ 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
3. Dari hasil pengolahan data (lihat tabel 4) menunjukkan  bahwa umpan balik anggaran 
mempunyai nilai β3 = -0,407, berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa Ha4 
diterima, dimana β3 ≠ 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel umpan balik anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
4. Dari hasil pengolahan data (lihat tabel 4) menunjukkan  bahwa evaluasi  anggaran 
mempunyai nilai β4 = 0,555, berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa Ha5 
diterima, dimana β4 ≠ 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
5. Dari hasil pengolahan data (lihat tabel 4) menunjukkan  bahwa kesulitan tujuan 
anggaran mempunyai nilai β5 = 0,070, berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa 
Ha6 diterima, dimana β5 ≠ 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
Koefisien Korelasi (R)               = 0,782 
Koefisien Determinasi (R2)        = 0,611 




variabel kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
 
5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian 
Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV 
tentang pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 
di Kabupaten Aceh Besar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Karakteristik tujuan anggaran yang terdiri dari partisipasi anggaran, kejelasan tujuan 
anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran 
secara simultan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten 
Aceh Besar. 
2. Partisipasi anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
3. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
4. Umpan balik anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
5. Evaluasi anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 
di Kabupaten Aceh Besar. 
6. Kesulitan tujuan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar. 
 
Keterbatasan 
 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya meneliti instansi pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten Aceh 
Besar, sehinnga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk kabupaten/kota diwilayah 
lainnya. 
2. Responden penelitian ini hanyalah kepala SKPD, tidak melibatkan kepala bagian, 
kepala bidang dan juga kepala tata usaha. 
3. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner, sehingga akan 
menimbulkan masalah jika jawaban responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya. 




 Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa 
saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
1. Dengan menggunakan variabel yang sama, penelitian selanjutnya bisa juga dilakukan 
pada daerah yang lain. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang dihasilkan dari 
peneliti tersebut memiliki cakupan yang lebih luas. 
2. Dengan menggunakan variabel yang sama, penelitian selanjutnya dapat menambah 
jumlah responden bukan hanya kepala SKPD tetapi juga melibatkan kepala bagian, 
kepala bidang, kepala tata usaha, dan yang ikut terlibat dalam proses penganggaran di 
wilayah tersebut. 
3. Menambahkan variabel penelitian tidak hanya mengenai kinerja tetapi juga hal-hal lain 
sehingga penelitian menjadi lebih baik. 
4. Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian 
kembali untuk melihat konsistensi penelitian terdahulu dan penelitian berikutnya. 
5. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian selanjutnya dilakukan pada saat 
pemerintah daerah sedang menyusun anggaran. 




6. Bagi pemerintah daerah hendaknya lebih baik lagi dalam menerapkan karakteristik 
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